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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3.

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan Puskesmas Kota Pekalongan sebagai
Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dengan
status penuh, maka dapat diberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi
dengan tetap memperhatikan prinsip praktek
bisnis yang sehat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan
Layanan Umum  Daerah Puskesmas Kota
Pekalongan;

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; =
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesechatan (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndomesia Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara Republik
1 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}
Undang-Undang Nemor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negars  [Lembaran Megnara
Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksann  F dan T j I
Kevangan  Negarn [Lembaran Negara  Republik
Inclonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4400},
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Prakrik ¥ k iL Negera Rkepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara RBepublik Indon 4431);
Undanp-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3437
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhic
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008
tentung Perubahan Kedus Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  [Lemt Negira publ i
Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor $844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan Antara Pemerintab Pusan
dan  Pemerintah Daerah  [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Moamor 4438);

Peraturun  Pemerintah Nomor 21 Tahun 988
lentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daemby Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Dacrah
Tingkat 1l Pekalongan, dan Kabupaten Dacrah
Tingkat 1 ang | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Iradone:

.Peraturan  Pemeriniab - Nomor 23 whun 2005

tentang  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan
Umum  (Lemb Negara /| i
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran




Memperhatiban @

(%)

ui

Megara  Republik  Indonesia Nomor  4503),
achagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 74  tahun 2012  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 23
tuhun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layans Umum  (Lemt Negara P
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lemt Negara Republik Ind, i Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengeiolaan Keuangan Dacrab (Lembaran
MNegarn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan  Lemboaran Negara  Republik
Indonesia Nomaor 4578}

. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Laporan Keuangan dan |\|1’|t|ja Instansi

Pemerintah (L Negara K blik
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tumbﬂhan
Lermt Megara Republi Mormor 4614);

-Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010

tentang Btandar Akuntansai Pemerintahan
iL Negara Republi in Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomar 5165):

Indone

Peraturan Menteri Keuangan Normior
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri suangan Nomor
66/ PME 12/ M tentang Tata Carn Penyusunan,
I [ dan Perut Rencana
Bi:-m'zs dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan
Angparan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 61 Tahun
UMY Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
Pernturin Menteri Keuangan Nomar
La.!,« PMEK.O5/2011) tentang Bencann Bisnis dan
Berta Pelal A Badar
Lavanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 363):
F Walikota Pekal Nomor 74 Tahun
2013 rentang Pola Tata Kelola Badan Layvanan
Umnum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 74);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN umMum DAERAH PUSKESMAS KOTA
PEKALONCGAN

BAH |
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksod dengnn:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

Wullkc:rd a\dnhh Walikota Pekalongan.

atan Kota Pekatongan,

Kesehatan Kota Pekalongan

Badan Layanan Umum Daerah, vang selanjutnova disebut BLUD,

adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah vang dibentuk

untuk memberikan pelsvanan kepada masyvarakat beropa barang
danfatan s yang  dijual  tanpa  mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegintannya didasarkan pada

prinsip efsiensi dan produke 5.

6, Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-
BLUD, adalah pola  pengelol L vang beril
bl hil berupa b untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis vang schat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejohtersan umum dan
mencerdaskan  kehidupan bangsa, sebagai CILEE

tuan pengelolaan keuangan negara pads umumnys.

nsi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja
vang berkedudukan sebagal pengguna anggaran/barang atau kuasa
pengguna anggaran barang.

B, Unit Kena pads Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD) yang
menerapkan  PPE-BLUD  selanjutnys  disingkat BLUD-Unit  Kerja
adalah  Unit  Ke tuan Kega Perangkat Dacrah  di

ah yang menerapkan PPE- BLUD,

9. Puzat Keschaian Masverakat vang selanjutnya disingkal Puskesmas
adalah sarana f E h fi i | yang merupakan Unic
Kerjn  Dinas K yang memberikan pelayanan  secars
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakal

L0, Puskesmas Kota Pekal adalah gal dlari unit 1

di Kota Pekalongan vang menecrapkan PPE-BLUD.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung

jawab  terhadap  kinerjn  operasional  BLUD  vang  terdiri atas

pemimpin, pejabat kevangan dan pejabat teknis yang sebutannya

aalian  dar

pinchi

lingkungan pemerintah de
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3.

dengan ur yang- berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.
Direktur adalah Pimpi Pus} Kota Pekal
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD vang menambah ckuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali,

. Belanja  adalah  semua  pengeluaran dan rekening kas  yvang

mengurang ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh BLUD,

Biaya adalah yang i ekuitas dana
lancar untuk mempe rn|g-h barang danfatay josa untuk keperluan
operasions! BLUD.

. Kinerja adaiah proses yang dllakuken dan hasil yang dicapal oleh

suatu i dalam produk dalam bentuk jasa
pelayanan atau barang kepada pelanggan.

- Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, vang selanjutnya dischut REA,

adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangearan yvang beris
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

lkhtizar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program,
kegiatan dan  sumber pendapatan, dan  jenis  belanja  serta
pembiayaan sesuail dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLLL

. Daftar Isian F BLU yang i disehut
DIPA BLU adalah P yang dibuat oleh
it JSHuasa F pada  satker BLU
yang disahkan oleh  Direktur  Jenderal Pt,rb-\ nduharaan Kepala
Kantor Wilayah [irek Jenderal  Perk alas nAma
Menteri Keunngan selaku Bendahara Umum Negara, dan berfungsi
sebagni dasar untuk Laakouh irsclaal vang kibutk

0.

pengeluamn negara dan pencioran dana BLU atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja ng;am mPBNj serla I)er]'ungm sebagal
dokumen pendukung k
Laporan Keuangan adalah bentuk pertangeungjawaban BLUD berupa
Laporan Realisasi Pt SLaporan Oy i I, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Caatan atas Laporan Keuangan.

. Laporan Realisasi Anggaran  adalah  laporan vang  menvajikan

22,

2

@

&

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiavaan, sisa Jel:nh,.fkursng pembiayaan angegaran yang masing-
masing diper denpgan va dalam satu periode.
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi ams
masuk dan keluar kas selama periode tcrlcmu FHNE d:k]nsn‘kaslkan
berdasarkan i operasi, i, -dan i
pembiayaan,

. Neraca adalab laporan yang menyajikan informasi posisi kevangan

BLUD ymtu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan
informasi lentang penjelasan atau daflar tedne atou analisis atas
nilai  sustu pos  yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi




Anggaran/Laporan  Operasional, Nersca, dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

25. Pola Anggaran Fleksibel {flexible budget) adalah pola anggaran vang
penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari vang

leam I F p terkait  bertambah  atau
berkurang setidaknya proporsional.

26, Persentase Ambang B adalah  bes
belanja vang diperkenankan melampaui angearan dalam DIPA BL

27_Basia Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pen|
transaksi dan periatiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
lainnya terscbut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau sctara
kas diterima atau dikeluarkan.

28, Basis Kas adnlah by ikuntansi yang mengnkui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saal kas atou setara kos diterima atau
dikeluarkan,

29, Rekonsiliasi adalah proses pencocckan data
yang diproses dengan beberapa sistem/sulb
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

A0, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan dalam menyvusun dan  menyajikan laporan
keuangan Pemerintah

31, Standar  Akuntansi Ke
adalab  prinsip akuntansi vang  ditetapkan oleh  ikatan  profesi

&

aran  persentase  realisas

ansaksi  kevangan
stem

g berbeda

angan, yang selanjutnya disingkat SAK,
akuntansi Indonesia dalam  menyusun dan menyajikan laporan
keuangan suatu entitas usaba,

_ Praktek Bisnis Yang Schat adalah penyelenpgaraan fungst organisasi
berd. kan kaidah-kaidah j vang baik dalam ranghka
pemberian layvanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAR 1|
RUANG LINC

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi
Puskesmas Kota Pekalongan meliputi:

a. kek 1 PenE ¥ H

b, perencanaan dan penganggaran;

e pelakss

o, perubabin angg

e akuntansi, dan perts




BARB 11

PEJABAT PR

Ha fua

Pemimpin

1 Puskesmas Kota Pekalongan diseh
Pemimpin  adalah
angar

Direktur sclaku

perasional dan ke

ngevs EEATART
dan tujuan  organisasi,

luasi pe

fektivitas,

b, wusun Renstra Bisnis Puskesmas Kot

C. nyusun RBA tahunan;

d i n kinerja tahur ran berkala;

e wional  dan ki

L 1 gkatkan  sumt daya

nas Kota Pekalong

am dan diluar peng
gemba

sk

gan  ss

nakan kebijakan
igariskan,

Ketiga
Reuangan

Pekalongan
i berikut:




(4] 1

(5

|6}

. pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan barang, asel tetap dan investasi;
perencanaan dan evaluasi;

menyedinkan data.

Bagiun Keempat
Pegabat Teknis

Pasal &

Pejabat teknis adalah K UKP, K | UKM, dan
Kepaln Puskesmas.

Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

., menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnye;

b, melnksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

j b kinerja of i 1 di bid.

e,

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DBagrian Kesatu
Perencanaan

¥ Pasal 7

Puskesmas Kota Pekalongan menyusun Renstra bianis lma tahunan
berdasarkan pada RPIMD Kota Pekalongan.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi,
program  strategis dan  pengukuran  pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proveksi keuangan lima tahunan
Puskesmas Kota Pekalongan.

gatmana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran
vang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita
dan citra vang ingin divujudkan

imana dimaksud pada ayat (2) memuat sesustu yang
arus diemban atau dilaksanakan sesuni visi yang ditetapkan, agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Program  strategis schagaimana dimaksud pada avat (2] memuat
program yang berisi proses kegiatan vang berorientasi pada hasil
vang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 [salu] sampai
dengan 5 (lima) mhun dengan memperhitungkon potensi, peluang,
dan kendala yvang ada atau mungkin timbul

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat pengukuran  yang  dilakukan  dengan  menggambarkan
pencapaian hasil kegintan tohun bedalan dengan disertai analisis

Visi sel




atas faktor-faktor intermal dan el
tercapainya kinerja tahun berjalan.

sternal  vang  mempengarihi

Pasal 8

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (2) dipergunakan

sar penyusunan RBA dan laporan fevaluasi kinerja.
Bagian Kedua
e REArEn
Pasal 9
Penyus RBA b dalam Pasal 8 disusun
berdasarkan prinsip angearan berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan darn }

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan
lnin, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas Kots
Pekalongan lainnya,

Pasal 10

(1) Push Kota  Pekal menyustn  RBA lohunan  dengan
mengacy  kepada renstra bisnis  disertai prakirsan RBA  1ahun
berikutnya,

(2] RBA sehagaimana dimgksud pada avat (1) memuat seluruh program,
kegatan, anggaran an/ pendapatan, AMEEATIN
pengeluaran { belanj

(3} Penyusu RBA disusun berdasarkan:

@ basis kinerjn dan perhitungan akuntansi biayn menurut jenis
lavanan;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima; dan
o, basis akrual.
4] Kemampuan  pendapatan  yang  diperkirmkan  akan  diterima
sehagnimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari:
a. 1 vang akan diperoleh dari jasa layanan;
b, hibah tidsk terikiat danfaian BIBAN. ket yang diporoloh gis
sarakat atau badan
¢. hasil kerja sama BLUD de
lainnya;
d. penerimuan lainnya yang sah;
£, penenmaan anggaran vang bersumber dan APED;
f. penerimaan anpgaran vang bersumber dar dan APBN.
(5] RBA merupakan penjabaran lebih lonjut dart program dan kegiatan
Kota Pekal dengan ber pada peng:
k<-u.mu;m Pushkeamas Kota Pekolonggan.

in;

gan pihak lain dan/atau hosil ussha

i




Pagsal 11

i1} RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel {fTexble budget) dengan
suatu Persentase Ambang Butas terteniu.

(2} Pola Anggaran Fleksibel sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hanya
beriaku  untuk  belanja vang b b dari pend

sehagnimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

entase Ambang Batss sebagaimans dimaksud pada ayat (1]

dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Pasal 12

{1] RBA memuat;
8, kineu tahun berjalan;
b. asumsi makeo dan ko,
€, s , indikator, target kinerja dan kegiatan;
d. analisis dan peckiraan biaya satuan;

e, perkirann harga;

I perki d biaya, i i, dan p
# anggaran;

h. prognosa laporan keuangan;

i.  perkiraan maju foneard estimate); dan

j.  ringkasan penerimoan dan pengeleonan.

{2] RBA scbagaimana dimaksud pada 1) disertal dengan usulan
program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari
keluaran yang akan dihasikan,

Pasal 13
(1} Kinerja tahun berjalan schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

{1} huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi
kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan
kewangan tahun berjalan serta rencana tindak  lanjur  dengan
pencapaian kinerja tohun bergalan.

2] Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
gyat (1) huruf b, antara lain asumsi teotang tingkat inflasi.
pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, ‘asumsi tanf, volume pelayanan,
dan peradapatan.

(3) Susarun, indikator, target kinerja dan  kegiatan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurul ¢, antara lain perkiraan
sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkirsan  pencapaian
kinerja pelavanan dan  perkirman  keuangan  pada tahun yang
direncanakan serta pencapaian kinera pelavanan dan keuangan
pada tahun vang direncanakan,

Analisis dan perkirnan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huraf d merupakan prakirsan biaya per unit

penyediaan barnng dan/alau pelayanan yang diberikan, setelah

|

2




memperhitungkan  seluruh komponen biayva dan volume barang
danjatau jasa yang akan dihasilkan,

Perkiraan harga schbagsimann dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jasa setelah memperhitungkan biava persamaan dan tingkat margin
vang ditentukan sepertl tercermin dari tarif layanan.

(B} Anggaran sebagnimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurui B

15

merupakan rencana seluruh i VOnE
dadam satuan vang yang tercermin dari rencana p&.ndd])ﬂ[.m dan
belamija.

7] Prognosa laporan keuangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 12

{1) huruf h, merupakan perkirann 51 kevangan tahun

Berjalan seperti tercermin padn lapornn realisasl anggaran /laporan

operasional, neraca dan laporan arus kas.

8] Perkiraan maju (feruard L dalam
Pasal 12 ayat (1} huruf §, mn:rup.zkan perhitungan kebutuhan dana

. untuk tahun anggaran hnkum}n dari tahun yang direncanakean
guna memastikan kesi progr dan i yang telah
disetujui  dan  menjadi  dasar  penyusunan anggaran  tabun
berikutnyi,

Pasal 14

RBA disusun dan dikonsolidasikan dengen RKA Dinas Keachatan
Kota Pekalongan.

(2} RBA schapaimana dimaksud pada avat (1) dipersamakan scbagai
REKA-Unit Kera.

Pasal 15

[ ] (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (1) disampaikan
kepada Kepala Dinas Keschatan untuk dibahias sebagal bagian dari
RKA Dinas Keschatan.
[2] RKA Dinas Keachatan beserta RBA sehagnimana dimaksud pada ayat
1), disampaikan kepada DPPKAD.

Pasal 16
RKA Dinas Kesehatan beserta REA sehagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) disampaikan oleh DPPED kepada TAFD untuk dibahas dan
diverifikasi,

Pasal 17

Penyusunan RI:H disesuatkan dengan  ketentuan  yang  ditetapkon
i yang berkenaan.

kan - sing sumber p




Pasal 18

{1] RBA yang telah dibshas dan  diverifikas: TAPD  sebagnimana

dimaksud dalam  Pasal 16, disampaikan kepada PPEKD unruk
dituangkan dalam mncangan APBD.

(2} Berdasarkan APBD wyang telah  di 1 Dircktur lakuk

T

ualan terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif,

(3} RBA definitif digunakan scbagai dasar penyusunan DPA  untuk

Pelalsanaan RBA sesual dengan b yarg di kian berdasark

diajukan kepada PPKD melahui Dinas Keschatan.

BABR WV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pagal 19

1]

[

=

3

)

[

]

5 sing sumber yang berkenaan.

Bagian Kesatu
DPA Dinas Keschatan

Pasal 20

DPA sehagaimann dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit
mencakup:

a, pendapatan dan belanga,

b. proveksi arus kas; dan

¢. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang vang akan dihasilkan.
DPPKAD sesuai dengan kewenangannva mengesahkan DPA setelah
APBD disahkan schagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA berpedoman pads peraturan perundang-undangean
yang berlaku.

Dalam hal DPA  sebagaimana  dimaksud  pada t {2) belum
disahkan oleh DPPKAD, Puskesmas Kota Pekalongan  dapat
melakukan pengeluaran uang paling tingg sebesar angka DPA ahun
sebelumnva,

Pagal 21

DPA yang telah disahkan olch DPPKAD schageimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) menjedi dasar penarikan dana vang
bersumber dari APBD.

Penarikan schagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan
untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja
modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)




vang diketab 1

gaimana - dimak

yang riman.

2

s ditunjuk

nti

5 pemk

dimaksud dalam Pa

sahkan;

pendapata

untungan selisih nilai tukar

7 mata Uang asing:
dan




[ komisi, polongan ataupun bentuk lain sebagal akibat dari
pe

ualan dan/atau penpgadean barang dan

sl 24

1] Seluruh pendaps mang dimaksud dalam Pasal

kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikeloli langsung
untuk membiayal belanja Puskeamas sesuai REBA definiril,
2 Selurub 1 i dimaksud dalam Pasal 22 huruf

pendapatan  asli  daerah yang
Puskes

obyek  pendapatan

mas

Pasal 25

Hibah terikat

o diperlakukan s

bagaimana dimaksud
suai peruntukanny:

Pasal 26

juk

lekonsentr: gas T 8 st

Dalam  hal  Puskesmas  ditw

el

ana AngEar
gelola  keuanganny
wrkan ketentuan yang berlaku

diselenpgarakan secara terpisab berd
dalam pelakeanaan APBN.

Bagian Ketiga
Belamnjei

|1} Belanja terdiri dar w
yang dituangkan d.
{2} Belanja mer

sang scsuai dengan struktur biaya
m RBA definitif.

akan biayva operasional dan biay,
n SAK

non operagional

esual des

Pasal 28

Biaya operasional dmana dimaksud dalam ayat |2}

terdir dar;

ayanan;

b biava amum dan administras.
Biava pelavanan schagaim:
dari:
A. biaya pegs
b.

&

dima

ksud pada ayat (1) hurufl a terdin

wind;




e, hl.l\.a daya dan

i pada ayar (1)

promosi;
a umum dan adminstrasi lan-lain,

Pasal 29

inyn non of | dolam Pasal 27 ayat (2),
terdin d.
a.
b
o, biaya kerugian penjualan asset tetap;
d. binya kerugian penurunan nilal; dan
& biaya non operasional lain-lai

Pasal 30

(1} Pe 1 belanja discleng k secara fleksibel berdasarkan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan  jumbah

an, mengikuti praktek bisnis yang sehat

n belanja sgeara fleksibel schagmmana dimaksud pada
ayat |1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubaban
pendapatan dalam ambang batas slab ditetaphkan dolam RBA
definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggarman.

{3) Pengelolaan belanja secara {leksibel sebagmmana dimaksud pada
ayat [1] berlaku dalam ambang batas feksibili
ditetapkan dalam RBA definitif.

ang 1

sesual vang telsh

Pasal 31

(1} Ambang batas il i dimalk A dalam Pasal 30
avat [3) ditetapkan de ng.n' besaran perscntase.

{2} Be: d ksud pada ayat (1) ditentukan
dengan  me \pruimh;mg}mn NMuktuasi  kegiatan  operasional

A |

Puskesmas.

{3) Besaran peracntase scbagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan
oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPPEAL.

4] Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2] huruf ¢, ditetapkan setinggi-tingginya 4 lernpat
puluh empat per seratus) dari pendapatan jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23 ayat {1}




11}

12

1

12

13

14]

{

121

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 32

Transaksi penenmaan  dan  pengeluaran  kas g bersumber
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 23 dilaksanakan  melalu
rekening  kas  Puskesmas  Kota  Pekalongan  pada  bank  yung
ditetapkan direkiur,

Rekening kas Pugh Kota | hagai limaksud
ayat [1} dibuka oleh direkiur dan Sckretaris Puskeamas Kola
Pekalongan pada bank umum,

Pasal 33

Dralam pengelolaan kas, Pusl Kot Pekal

menyelenggarakan hal-hal sebagai bertkut;

o, merencanakan penerimaan dan pengeluaran k

b. P d ataw tagihar;

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

melakukin pembayaran;

e mendapatkan  sumber dana untuk menutap . defisit jangka
pendek; dan

£ memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan

Pemanfaatan surplus kas scbagaimana dimaksod avat (1) hurof |

dilakukan schagal nvestasi jungka pendek  pada  instrumen

keuangan dengan resiko rendah,

Penerimaan Puskesmas pada sel

ke rekening kas Push Kota |

pejabat keuangan Puskesmins.

F kas Pusk i berdasarkan praktek

hisnis yang sehat.

d.

hari kerja disctorkan sclurshnya
dan dilaporkan kepada

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 34

Puskesmas Kota Pekalongan dapat memberikan piutang sehubungan
dengan  penyershan  barang, jasa, danfatan  transaksi  yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan
Puskesmas Kota Pekalongon.

Piutang dikelola secara tertib, efisicn, ckonomis, transparan dan
bertanggungjawab sertn dapal memberikan nilai tambah  sesuai
dengan prinsip bisnis yang sehal dan berdasar kefentuan peraturan
perundang-undangan yang berliou,




(1]

[y

{

2

m

13

(L3]

[

(21
(3

(4

5)

F Kota Pekalong liskeurh i it piatang pada
saal piutang jatuh tempe,
¥ mel pensgihan piatang sel
pada ayat (3], Pusk Kota Pek nyinpkan bukti dan
administrasi penagihan dan men) laen tagihan atas piutang.

it piutang sek i Eayat (3), yang sulit ditagih

capat dili bk pr il va kepada Walik denpan o
bulkti-bukti vang valid dan sah.

Pasal 35
Putang dapat dihapus sccara mutlak atau bersyarat apabila sudah

ada penilaian oleh pejabat vang berwenang vang nilainya ditetaphkan
secara berjenjang sesuai Ketentuan yang berlaku.

K pe piutang i dimaksud pada
ayat (1) di | aleh Walik berd, kan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 36
T Hota F dapat lankouk inj. Jutang

schubungan dengan  kegiatan  operasional  danfatau  perikatan
peminjaman kepada pihak lain.

Pinjaman dikelola dan disclesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawnb sesun dengan prakick bisnis
yang schat.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dar perikatan pinjaman
jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan
menutup defisit ks

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dan perlkatan pinjaman
jangka panjang hanya untuk belanja modal,

Pagal 37

Besarmya utang jangka  pendek  setingm-tingginya 3 (riga)  kali
perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas,
Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh dirckiur.

Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan  tingkat
likuiditas selama masa angsuran.

Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh direktur dengan
peractujuan Walikota.

Pemk: kembali pinj Jutang set i i dalam

pasal 36 ayat (1) menjadi tanggung jawsb  Puskesmas Kota
Pekalongan.







Pasal 42

{1} Investasi gk pendek sebagnimans dimaksud dalam Pasal 41 ayat
12) merupakan i sl yang dapat  segera dipe belikan
dicairkan, ditujukan dalam rangkan manajemen kas dan beresibo
rendah serta dimiliki selama kurang dar 12 {dua belag) bulan.

(2) Investasi jangka pendek scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup
a. deposito berjangka wakiu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua

belas) bulan vang dapat diperpanjang secara otomatis;
b, pembelian Surat Utang Negara (SUN);
©. pembelian Sertifikar Bank Indonesia (SB1); dan

d, pembelian Surat Perbendah Negara [SPN).
Pasal 43
11 Kota Pekalongan tidak dapat melakukan investasi jangka

pargang, kecuali atas persetujuan Walilora,
{2] Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud  pada ayar (1}
antara lain:
a. penyertaan modal;
b, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang: atau
£, investasi langsung [pendinan perusahaan)
Dalam hal Puskesmas Kota Pekalongan mendirikan, membeli badan
usaha yang b 1

3]

bk, ilik budan usaha tersebun

ada pada Pemerintah Daerb.
Pasal 44

{1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 41 avat (1] merupakan
F Kata |
i Kota sebag dimaksud
al (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai
belanja sesnai RBA.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 45
(1} Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensi dan ekonomis, seuai dengan praktek bisnis yang achat,
|2} Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan - berdasarkan

ketentuan vang berlnky bagl pengadaan barang/jasa pemerintah

i3 F Kota: F diberikan  fleksibilitas  berupa

pembebasan sebagian atan seluruhnya dan ketentuan yang berlaku




bagi pengadaan  barang/jasa  pemenniah, bila terdapat  alasan
efekiifitas dan /atu efisiensi,

4] Fleksibili hagai 1i pacha ayat (3} i hiad
pengadaan barang/jasa vang sumber dananya berasal dar:
a. jasa pelavanan yvang diberikan kepada masvarakat,
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakar atau badan

lain, dan

. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainova.

Pasal 46

Pengadaan barang/ jasa sebagmmana dimaksud dalam Pasal 45 diatur
lebib lanjut dalam Peraturan Walikota,

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang

Pasal 47

1] Bareng inventaris milik Puskesmias Kota Pekalongan dapat dihapus
danfatau dinlihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan
ekonomis dengan cara dijual, ditukar, atau dihibahkan.

2} Barang inventans scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya
vang tidak memenuhi persvaratan sebagud aset tetap,

[3] Penerimaan hasil penjualan barang inventars sebagai akibat dar

i b E dimaksud pada ayat (1) merupakon
d F Kota Pelal

i4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan
Puskesmas Kota Pekalongan,

Pasal 48
{1) Puskesmas tdonk  dapat t dun fatoa 15 nsel
tetap, kecuali atas persetujuan pejabat vang berwenang,
Aset tetap sebagnimana dimaksud pada avar (1) merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaar lebih dard 12 (dun belas)

@

5]

bulan untuk digunakan dalam kegi Pusk Kota Pekal,
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi
yang berlaku

{3] Kewenangan pengalihan  dan/atau penghapusan  aset  telap
sebagaimana dimaksud pada ayat |1) diselenggarakan berdasarkan
jenjang nilai dan jenis borong sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undongan.




(&)

(53h

Lt}

2

2

(]

Penerimaan  hasil penjualan aset wetap  akibat dari pengalihan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) merupskan pendapatan
Puskesmas Kota Pekalongan,

Hasil penjualian aset tetap sebagnimana dimaksud pada ayat (4]
diuraikan secara memodal ke dakam laporan keuangan Puskesmas
Kota Pekalongan.

Pengalihan  dan/atau  pengahapusan aset tetap  sebaghim
dimaksud pada ayat (3] dilaporkan kepads Walikota mela
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Keschatan,

Penggunann aset tetap untuk kegintan vang tidak terkait langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kota Pekalongan harus
mendapat  persetujuan Walikota melalui Sel
Hepala Dinas Keschatan,

Ik

aris  Daerah  don

Bagian Kesembilan

Kerjasama

Pasal 40

Untuk  meningkatkan  kualitas
Pokalongan dapat melakuk: npan pihak ketiga,
Herjasama  schapaimana kaud pada avat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip cfisiensi, efektifitas dan ckonomis.

pelayanan, Puskesmas Ko

Pazal 50

ma dengan pihik ketiga
449 melipuri:

a. kerjasama operasi; dan

b, sewa menyewa

Kerjasama operasi scbagaimanga dimaksud dalam ayat (1) haraf a
merupakan perikatan antara Puskesmas Kot Pekalongan dengan
plhak ketiga dalam penyedisan  fasilitas ! pengelalnan
manajemen  dan proses  operasional  sec bersama  dengan
P i sceuai k k

Sewa menyewn sebagaimana dimaksud dalam avat (1] horof b,
meripakan pemanfastan barang milik Puskesmas Kota Pekalongan
aleh pihak Lun dalam jangka wakiu terientu dengan imbalan uang.

ebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 51

Hasil kerjasama sebnganimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan
pendag P Kota F 2

! i Puskes % Kota F
dalam ayat (1) dapat dipergunakan secara  langsung untuk
membiavai belanja sesual RBA.




Bagian Kesepuluh
Penvelesaian Kerugian

Pasal 52
Kerugion  pada F Kota T yang dischabk aleh
tirdak gar hukum atau it i sesuai

ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku  mengenai
penyelesaian kerugan daerah,

Baginn Kesebelas
Penatausahaan

Pasal 53

Penatausahaan Keuangan minimal meliputy:
an ks,

b pengeluaran
oo piutang

. utang featsdites);
e peracdiaan;

I aset tetap;
g investasi;
h. ekuitas.

. penerim

Pasal 54

Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendohara Pengeluaran
vang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah vang terdapat pada
I Kota Pekal wajib el kan | }
keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sesuai peraturan
perundangan vang berlaku,

Pasal 55
11} Penat ahi k i dimaksud dalam Pasal 54
didasarkan pada ponsip manajemen pengelolaan keuangan hisnis
yang schat.
(2} Penatausahaan keuangan sek i | dalam ayat (1)
harus  dilakukan cara tertib,  efektif, transparansi  dan

dipertanggungjawablkan.




BAB VI
PERUBAHAN REA DAN DPA

( Pasal 56

11y Perubahon terhadap REA dan DPA dilakukan apabila:

& atau vang
LKYrNumht:r d;uri APBD;

b. belanja melampaui ambang batas flcksibilitas  vang  telah
ditetapkan; dan
g, Pergeseran antar jenis belanja danfatau antar kegiatan.
14} Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a BAE VIl

AKUNTANS], PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 57

(1) Puskesmas Kowa  Pekalongan  mencrapkan  sistem  informasi
men keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis vang

2) Setiap ksi keuangan F Kota  Pekal harus
dicarat dan dokumen pcndukungnm vang dikelola sccara tertib,

13} Sistem dan dimaksud pada ayat (1) dan (2}

. dapat hazilk laporan secara periodik.
Pasal 58

(1) Pusk Kota  Pekal i dan
laporan kcunngan sesuai dcng,nn bAI\ ytmg diterbitkan oleh asosiasi
profesi ak I ia untuk hisnis yang sehat

{2) Penyelenggarasn akuntansi dan laporan keuangan schagaimana
dimaksud dalam ayat (1] menggunakan basis akrual dalam
pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ckuitas

dana.
Pasal 59
(1) Dalam ranghka puwckng@mam akuntansi dan laporan kKeunngan
berbasis akrual i dalam Pasal 58 ayat (2)
Dirckrur 37 i i yang berped pada

atandar akuntansi vang be:rlaku.l’scsum]rms layanannya




12] Kebijik | A

dalam  ayar (1)

digunakan sehagai dasar dz\l.urn pe T P i)
dan T pan aset, i ekuitas, p P dan beban
S dengan ditetapkan oleh Walikota,
f
Pasal (0

Proses nkuntansi dapat dilakukan secara manunl maupun compaterized
meliputi kegintan sebagai bertkut |

., mencatal bukt transaksi ke dalam buku jumal;

b, memposting ke buku besar dan buku pembaniu;

c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dolam neracn saldo; dan

. menyusun laperan keuangan.

Bagian Iu-rh.n
. Pelaporan dan Per ban K

Pagal 61

{1 Lag I i imiak | dalam Pasal 60 hural d
verdiri dari:
@, Neraein;
b Laporan operasional;
€. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan kevangan,
Laporan b hagai diraksud pada avat (1) disertai
denpan laporan mengenai kinerja,
[3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan
laperan vang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset,
. kewajiban d..m chuitas dmm pu.da unml tertentu,
{4 Laporan ak 1 dimakaud pada avar (1)
!mrul b merupakan laporan vang berisi informasi jumlah pendapatan
dan beban Puskesmas sclamn satu periode.

(2]

{5) Lay arus kas sch fimaksud pada ayat (1) hurufl ¢
merupakan laporan yang mn:nye;lkfm informasi kas schubungan
dengan  aktivi i, dan aktivitas pendanaan
dan fatau i yang hark saldo  awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas sclama  periode
tertentu.

&) Catatan Atas laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf d merupakan catatan vang berisi penjelasan naratifl atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 62

{

Selain laporan set i i i dalam Pasal 61

ayat (1). Puskesmas Kota Pekalongan menyusun dan menyampaikan




laporan keuangan secara berkala kepada DPPKAD melalui Dinas
Kesehatan untuk  dikonsolidasikan  dengan  lapomn  kewangan
pemerintah duerah sesuai standar akuntansi pemenntah.

[2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) terdin dari:
a, Laporan Re si Anggaran;
b, Me
o, Laporan Arus Kas; dan
d, Catatan Atas Laporen Keuangan.

Pasal 63

Laporan keusngan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) terdiri dari:

a.  Laporan triwalan

b. Laporan semesicran; dan

c. Laporan tahunarn.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
lambat tanggal 15 {lima belas] bulan setelsh periode pelaporan
berakhir,

Pasal 64

Laporan per diaudit oleh pemeriksa ektemn

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
AKUNTABILITAS KINER.IA

Pasal 65

(1] Drirektur bertanggungjawab terhadep kinera operasional Puskesmas
Kot Pekalongan sesuai dengan iolok ukur yang diteiapkan dalam
RBA.

(2} Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan  kinera - operasional
Puskesmas Kota Pekalongan secara terintegrasi dengan  laporan
keuangan schagnimana dimaksud dalam Posal 63 ayat (1)




BAB X
SURFLUS DAN DEFISIT

Pasal 66

(1) Surplus  anggeran  merupakan  sclisih  lebih  antara realisasi
pendar dan realisasi belanja T Kota Pekal paaci
satu tahun anggaran,

(2} Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat digunakan
dalam anggaran tahun berikutnya, kecuali atas eruuulu Walikota,
sesunl dengan dapat di & i Aty
seluruhnya disetor ke Kas Dsenah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas Puskeamas,

Pasal 67

{1) Defisit anggaran  merupakan  selisih  kureng  antara  rcalisasi
F I dengan lisasi belanja Pusk pada satu tabun

ATYEEATHN.

(2} Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun
anggaran  berikutnya  kepada DPPKAD melalui Kepala Dinas
K SESULEL 5

{3) DPPRAD sesuai vA dapat ] untuk
menutup defisit p F Kota Pelal
dalam APBE tahun anggaran berikuinya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
Dengan di Kota Pekal sehagai Pusk
vangE menerapkon PPK BLUD dengan status penuh, maka dokumen REA
diper ! sehagai D RBA definitif yvang berfungsi sehagai
DPA BLUD.

Pasal 59
K t i i dalam Pasal 59 ayat (1) temang

penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai SAK mulal
dilaksanakan pada tahun 2014




BAB |
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 70
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar sactiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walil ini dengan va dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan.

Ditctapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

o

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PERARGGUNG J
JABATAN
EXT |
| 2. [asisreny P
KARAD HURLM
[ |Rasveas i




